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PERATURAN  BUPATI KABUPATEN SUMEDANG 
 

NOMOR  3  TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 8 TAHUN 2010  

TENTANG PAJAK DAERAH 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang : a.  bahwa kebijakan pajak daerah  
dilaksanakan berdasarkan prinsip 

demokrasi, pemerataan dan keadilan,  
peran serta masyarakat, dan      
akuntabilitas dengan memperhatikan 

potensi daerah;   

  b.  bahwa pengenaan tarif pajak daerah    
harus memperhatikan kemampuan dan  

rasa keadilan masyarakat; 
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  c.  bahwa pengaturan pajak bumi dan 
bangunan perdesaan dan perkotaan sudah 
tidak sesuai dengan perkembangan, maka 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah 

perlu diubah; 

  d.  bahwa berdasarkan pertimbangan 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 

huruf b dan huruf c, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan atas 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak 
Daerah; 

Mengingat : 1.  Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

  2.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah-daerah 
Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi 

Djawa Barat (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1968 tentang Pembentukan 
Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten 

Subang dengan Mengubah Undang-Undang 
Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten 

Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 2851); 
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  3.  Undang-Undang Nomor  6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3262) sebagaimana  telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16   Tahun 2009 

tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2008 tentang Perubahan Keempat atas 
Undang- Undang Nomor  6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan Menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4999); 

  4.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 
tentang Badan Penyelesaian Sengketa 
Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3685); 
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  5.  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat 
Paksa (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2000 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 
tentang Penagihan Pajak dengan Surat 

Paksa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3987);  

  6.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

  7.  Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 
tentang Pengadilan Pajak (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4189); 

  8.  Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
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  9.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

  10.  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan  Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 
2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4844); 

  11.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 
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  12.  Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 
tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan 

Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); 

  13.  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5049); 

  14.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Tahun 2011 Nomor 53 Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4389); 

  15.  Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 

Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4578); 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 

2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 
Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
165, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 4593);; 
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  17.  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 
2007 tentang Pembagian Urusan 
Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota 

(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia  

Nomor 4737); 

  18.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 

2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas 
dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan 
Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di 

Wilayah Provinsi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia  Nomor 5107) sebagaimana  
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 
Tahun 2010 tentang Tata Cara 

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta 
Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai 

Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5209); 
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  19.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 
2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 

Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5161); 

  20.  Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 
2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang 
Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala 

Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib 
Pajak (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5179); 

  21.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2011 Nomor 310); 

  22.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

147/MK.07/2010 tentang Badan atau 
Perwakilan Lembaga Internasional yang 
tidak dikenakan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan; 

  23.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
148/MK.07/2010 tentang Badan atau 
Perwakilan Lembaga Internasional yang 

tidak dikenakan Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; 
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  24.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor   
53 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
694); 

  25.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

(RPJPD) Kabupaten Sumedang Tahun   
2005 -2025 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2008 Nomor 25); 

  26.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan 

Pemerintahan Kabupaten Sumedang 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2008 Nomor 7); 

  27.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 8 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Organisasi Perangkat  
Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun   

2008 Nomor 14) sebagaimana telah   
diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 2 Tahun 
2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 

Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten 
Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2010 Nomor 3); 
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  28.  Peraturan  Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 13 Tahun 2008 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 
2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumedang Tahun 2008 Nomor 12); 

  29.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pokok-  

pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 

Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 1) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 
13, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 7); 

  30.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak  
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Tahun 2010 Nomor 8); 

  31.  Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 6 Tahun 2012 tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 2); 
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Dengan Persetujuan Bersama 

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG 

 
dan 

 

BUPATI SUMEDANG 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 8 TAHUN 
2010 TENTANG PAJAK DAERAH. 

  Pasal I 

  Beberapa ketentuan dalam Peraturan   

Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2010 

Nomor 8), diubah sebagai berikut: 

  1.  Ketentuan Pasal 13 ayat (3) diubah, 

sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 
berikut: 

   Pasal 13 

   (1)  Dengan nama Pajak Hiburan 
dipungut pajak atas setiap 
penyelenggaraan hiburan. 
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   (2)  Objek Pajak Hiburan adalah jasa 
penyelenggaraan hiburan dengan 
dipungut bayaran. 

   (3)  Hiburan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) adalah: 

    a.  tontonan film; 

    b.  pagelaran kesenian, musik, tari, 
dan/atau busana; 

    c.  kontes kecantikan, binaraga dan 
sejenisnya; 

    d.  pameran; 

    e.  karaoke; 

    f.  sirkus, akrobat,dan sulap; 

    g.  permainan bilyar, dan bowling; 

    h.  pacuan kuda, kendaraan bermotor, 
dan permainan ketangkasan; 

    i.  refleksi, mandi uap/spa, dan pusat 
kebugaran (fitness center); dan 

    j.  pertandingan olah raga. 

   (4)  Tidak termasuk objek pajak hiburan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah penyelenggaraan hiburan yang 
tidak dipungut bayaran, seperti 

hiburan yang diselenggarakan dalam 
rangka pernikahan, upacara adat, 
kegiatan keagamaan dan hiburan 

kesenian rakyat/tradisional. 

  2.  Ketentuan Pasal 35 ayat (1) diubah, 
sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai 

berikut: 
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   Pasal 35 

   (1)  Dengan nama Pajak Penerangan 
Jalan dipungut pajak atas setiap 

penggunaan tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri maupun diperoleh 

dari sumber lain. 

   (2)  Objek Pajak Penerangan Jalan 
adalah penggunaan tenaga listrik, 

baik yang dihasilkan sendiri maupun 
yang diperoleh dari sumber lain. 

   (3)  Listrik yang dihasilkan sendiri 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
meliputi seluruh pembangkit listrik. 

   (4)  Dikecualikan dari Objek Pajak 
Penerangan Jalan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1 ) adalah: 

    a.  penggunaan tenaga listrik oleh 
intansi pemerintah dan 

pemerintah daerah; 

    b.  penggunaan tenaga listrik pada 
tempat-tempat yang digunakan 

oleh  kedutaan, konsulat, dan 
perwakilan asing dengan asas 

timbal balik; dan 

    c.  penggunaan tenaga listrik yang 
dihasilkan sendiri dengan 

kapasitas tertentu yang tidak 
memerlukan izin dari intansi 
teknis terkait. 
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  3.  Ketentuan Pasal 40 ayat (1) diubah, 
sehingga Pasal 40 berbunyi sebagai 
berikut: 

   Pasal 40 

   (1)  Dengan nama Pajak Mineral Bukan 

Logam dan Batuan dipungut pajak 
atas setiap kegiatan pengambilan 
mineral bukan logam dan batuan, 

baik dari sumber alam di dalam 
dan/atau permukaan bumi untuk 

dimanfaatkan. 

   (2)  Objek Pajak Mineral Bukan Logam 
dan Batuan adalah kegiatan 

pengambilan Mineral Bukan Logam 
dan Batuan yang meliputi: 

    a.  Asbes; 

    b.  Batu Tulis; 

    c.  Batu setengah permata; 

    d.  Batu Kapur; 

    e.  Batu Apung; 

    f.  Batu Permata; 

    g.  Bentonit; 

    h.  Dolomit; 

    i.  Feldspart; 

    j.  Garam Batu ( Halite); 

    k.  Grafit; 

    l.  Granit/ Andesit; 

    m.  Gips; 

    n.  Kalsit; 

    o.  Kaolin; 
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    p.  Leusit; 

    q.  Magnesit; 

    r.  Mika; 

    s.  Marmer; 

    t.  Nitrat; 

    u.  Opsidien; 

    v.  Oker; 

    w.  Pasir dan Kerikil; 

    x.  Pasir Kuarsa; 

    y.  Perlit, 

    z.  Phospat; 

    aa.  Talk; 

    bb.  Tanah Serap (Fuller Earth); 

    cc.  Tanah Diatome; 

    dd.  Tanah Liat; 

    ee.  Tawas (Alum); 

    ff.  Tras; 

    gg.  Yarosif; 

    hh.  Zeolit: 

    ii.  Basal; 

    jj.  Trakkit; dan 

    kk.  Mineral bukan logam dan 
batuan lainnya sesuai dengan 

ketentuan peraturan 
perundang–undangan. 

   (3)  Dikecualikan dari objek Pajak 

Mineral Bukan Logam dan Batuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 
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   a.  kegiatan pengambilan mineral  
bukan logam dan batuan yang   
nyata-nyata tidak dimanfaatkan 

secara komersial, seperti kegiatan 
pengambilan tanah untuk   

keperluan rumah tangga, 
pemancangan tiang listrik/telepon, 
penanaman kabel listrik/telepon, 

penanaman pipa air/gas; dan 

   b.  kegiatan pengambilan mineral   

logam dan bukan logam dan    
batuan yang merupakan ikutan    
dari kegiatan pertambangan   

lainnya, yang tidak dimanfaatkan 
secara komersial. 

  4.  Ketentuan Pasal 45 ayat (1) diubah, 

sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai 
berikut: 

   Pasal 45 

   (1)  Dengan nama Pajak Parkir dipungut 
pajak atas setiap penyelenggaraan 

tempat parkir di luar badan jalan, 
baik yang disediakan berkaitan 

dengan pokok usaha maupun yang 
disediakan sebagai suatu usaha, 
termasuk penyediaan tempat 

penitipan kendaraan bermotor. 
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   (2)  Objek pajak Parkir adalah 
penyelenggaraan tempat parkir diluar 
badan jalan, baik yang disediakan 

berkaitan dengan pokok usaha 
maupun yang disediakan sebagai 

suatu usaha, termasuk penyediaan 
tempat  penitipan kendaraan bermotor. 

   (3)  Tidak termasuk objek pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah: 

    a.  penyelenggaraan tempat parkir oleh 
pemerintah dan pemerintah 
daerah; 

    b.  penyelenggaraan tempat parkir oleh 
perkantoran yang hanya digunakan 
untuk karyawannya sendiri; 

    c.  penyelenggaraan tempat parkir oleh 
kedutaan, konsulat, dan 

perwakilan negara asing dengan 
asas timbal balik; dan 

    d.  penyelenggaraan tempat parkir oleh 

sarana peribadatan. 

  5.  Ketentuan Pasal 60 ayat (1) diubah, 

sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai 
berikut: 

   Pasal 60 

   (1)  Dengan nama Pajak Bumi dan 
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan 

dikenakan atas bumi dan/atau 
bangunan yang dimiliki, dikuasai 

dan/atau dimanfaatkan oleh orang 
pribadi atau badan, kecuali kawasan 
yang digunakan untuk kegiatan usaha 

perkebunan, perhutanan dan 
pertambangan. 
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   (2)  Objek Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan adalah 
bumi dan/atau bangunan yang 

dimiliki, dikuasai, dan/atau 
dimanfaatkan oleh orang pribadi 

atau badan, kecuali kawasan yang 
digunakan untuk kegiatan usaha 
perkebunan, perhutanan dan 

pertambangan. 

   (3)  Termasuk dalam pengertian 

bangunan adalah: 

    a.  jalan lingkungan yang terletak 
dalam satu kompleks bangunan 

seperti hotel, pabrik dan 
emplasemennya, yang merupakan 
suatu kesatuan dengan komplek 

bangunan tersebut; 

    b.  jalan tol; 

    c.  kolam renang; 

    d.  pagar mewah; 

    e.  tempat olah raga; 

    f.  galangan kapal, dermaga; 

    g.  taman mewah; 

    h.  tempat penampungan atau kilang 
minyak, air dan gas, pipa minyak; 
dan  

    i.  menara. 
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   (4)  Objek pajak yang tidak dikenakan 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan 
dan Perkotaan adalah objek pajak 

yang : 

    a.  digunakan oleh Pemerintah dan 

Daerah untuk penyelenggaraan 
pemerintahan; 

    b.  digunakan semata-mata untuk 

melayani kepentingan umum di 
bidang ibadah, sosial, kesehatan, 

pendidikan dan kebudayaan 
nasional, yang tidak dimaksudkan   
untuk memperoleh keuntungan; 

    c.  digunakan untuk kuburan, 
peninggalan purbakala, atau yang 
sejenis dengan itu; 

    d.  merupakan hutan lindung, hutan 
suaka alam,hutan wisata,taman 

nasional, tanah penggembalaan 
yang dikuasai desa dan tanah 
negara yang belum dibebani suatu 

hak; 

    e.  digunakan oleh perwakilan 

diplomatik dan konsulat 
berdasarkan asas perlakuan 
timbal balik; dan 

    f.  digunakan oleh badan atau 
perwakilan lembaga internasional 
yang ditetapkan dengan Peraturan 

Menteri Keuangan. 

   (5)  Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak ditetapkan sebesar 
Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta 
rupiah) untuk setiap Wajib Pajak. 
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  6.  Ketentuan Pasal 63 diubah, sehingga 
berbunyi sebagai berikut: 

   Pasal 63 

   Tarif Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan ditetapkan: 

   a.  untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 
sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 
(satu milyar rupiah) sebesar 0,11 % 

(nol koma sebelas persen); dan 

   b.  untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 

di atas Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
milyar rupiah) sebesar 0,21% (nol 
koma dua puluh satu persen). 

  7.  Ketentuan Pasal 64 ditambah satu ayat 
yaitu ayat (3), sehingga Pasal 64 
berbunyi sebagai berikut: 

   Pasal 64 

   (1)  Besaran Pokok Pajak Bumi dan 

Bangunan  Perdesaan dan Perkotaan 
yang terutang dihitung dengan cara 
mengalikan tarif sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 63  dengan 
dasar pengenaan Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 62 ayat (3) 
setelah dikurangi Nilai Jual Objek 
Pajak Tidak Kena Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 60 ayat (4). 
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   (2)  Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan dipungut di 
wilayah daerah tempat bumi dan 

bangunan berada. 

   (3)  Sistem dan prosedur mengenai tata 

cara pengelolaan objek dan subjek 
Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan secara 

teknis diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

  8.  Ketentuan Pasal 80 ayat (1) diubah, 
sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai 
berikut: 

   Pasal 80 

   (1)  Jenis Pajak yang dipungut 
berdasarkan surat ketetapan 

pajak/penetapan Bupati adalah: 

    a.  Pajak Air Tanah; 

    b.  Pajak Reklame; dan 

    c.  Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan. 

   (2)  Jenis pajak yang dibayar sendiri oleh 
Wajib Pajak adalah: 

    a.  Pajak Hotel; 

    b.  Pajak Restoran; 

    c.  Pajak Hiburan; 

    d.  Pajak Penerangan Jalan; 

    e.  Pajak Mineral Bukan Logam dan 
Batuan; 
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    f.  Pajak Parkir; 

    g.  Pajak Sarang Burung Walet; dan 

    h.  Bea Perolehan Hak atas Tanah 

dan Bangunan. 

  9.  Ketentuan Pasal 81 ayat (1) diubah dan 

ditambah satu ayat yaitu ayat (3), 
sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai 
berikut: 

   Pasal 81 

   (1)  Wajib Pajak memenuhi kewajiban 

perpajakan berdasarkan penetapan 
Bupati sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 80 ayat (1) dibayar 

berdasarkan SKPD atau dokumen 
lain yang dipersamakan. 

   (2)  Dokumen lain yang dipersamakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa karcis dan nota perhitungan. 

   (3)  Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 80 ayat (1) huruf c 
memenuhi kewajiban perpajakan 

berdasarkan penetapan Bupati 
dibayar berdasarkan SPPT. 

  10.  Ketentuan Pasal 87 ditambah satu ayat 
yaitu ayat (4), sehingga Pasal 87 
berbunyi sebagai berikut: 
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   Pasal 87 

   (1)  Bupati dapat menerbitkan STPD jika: 

    a.  pajak dalam tahun berjalan tidak 

atau kurang dibayar; 
    b.  dari hasil penelitian SPTPD 

terdapat kekurangan pembayaran 
sebagai akibat salah tulis 
dan/atau salah hitung; 

    c.  Wajib Pajak dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga 

dan/atau denda. 
   (2)  Jumlah kekurangan pajak yang 

terutang dalam STPD sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a dan 
huruf b ditambah dengan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) setiap bulan untuk 
paling lama 15 (lima belas) bulan 

sejak saat terutangnya pajak. 

   (3)  SKPD yang tidak atau kurang 
dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran dikenakan sanksi 
administratif berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) sebulan dan ditagih 
melalui STPD. 

   (4)  Pajak Bumi dan Bangunan 

Perdesaan dan Perkotaan yang 
berdasarkan SPPT tidak atau kurang 
dibayar setelah jatuh tempo 

pembayaran dikenakan sanksi 
administrasi berupa bunga sebesar 

2% (dua persen) sebulan dan ditagih 
melalui STPD. 
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  11.  Diantara Pasal 105 dan Pasal 106 
disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 
105A, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

   Pasal 105 

   Denda sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 103 dan Pasal 105 ayat (1) dan 
ayat (2) merupakan penerimaan negara. 

  Pasal II 

  Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada 

tanggal diundangkan. 

  Agar setiap orang mengetahuinya 
memerintahkan pengundangan Peraturan 

Daerah ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang. 

   

  Ditetapkan di   Sumedang 
pada tanggal 13 Agustus 

2013 

  BUPATI SUMEDANG, 

 

 

 

 DON  MURDONO 
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Diundangkan di  Sumedang 
pada tanggal 15 Mei 2013 

 

Plt. SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 

 

ttd 

 

ZAENAL ALIMIN 

 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  

TAHUN 2013   NOMOR 3                
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PENJELASAN 

ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

        NOMOR 3 TAHUN 2013 ……… 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
SUMEDANG 

NOMOR 8 TAHUN 2010 TENTANG PAJAK DAERAH 

I.  UMUM 

 Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 
Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten Sumedang telah 
menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Sesuai 
dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pajak 

Nomor: Per-61/PJ/2010 tentang Tata Cara Persiapan 
Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan 
Perkotaan sebagai Pajak Daerah, bahwa kewenangan 

pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan 
dialihkan dari Direktorat Jenderal Pajak ke Pemerintah 

Daerah segera setelah Pemerintah Daerah memenuhi 
persyaratan yang diatur dalam Peraturan Bersama Menteri 
Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 

213/PMK.07/2010 Nomor 58 Tahun 2010 tentang 
Tahapan Persiapan Pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan 
Perdesaan dan Perkotaan sebagai Pajak Daerah, dan 

untuk Kabupaten Sumedang  pengalihan akan dilakukan 
tanggal 1 Januari 2014. 

 



2 

Dalam rangka persiapan pengalihan dimaksud, 
Pemerintah Kabupaten Sumedang telah menyusun 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8     

Tahun 2010 tentang Pajak Daerah yang didalamnya   
sudah mengatur mengenai pengelolaan Pajak Bumi      

dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. 

Berdasarkan hasil perhitungan secara    
komprehensif terhadap tarif 0,15% yang akan    

dikenakan, maka akan terjadi  kenaikan yang      
signifikan untuk objek pajak diatas Rp.    

1.000.000.000,00 (satu milyar), dan penurunan yang 
signifikan untuk objek pajak diatas Rp.     
1.000.000.000,00 (satu milyar). Apabila tidak      

dilakukan penyempurnaan maka akan timbul rasa 
ketidakadilan dari masyarakat terhadap pengenaan    
pajak. 

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu merubah 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 

2010 tentang Pajak Daerah. 
 

II.  PASAL DEMI PASAL 

  

 Pasal I 

    Angka 1 

 Pasal 13 

Cukup jelas. 

     Angka 2 

 Pasal 35 

            Cukup jelas. 

  

  

 3 

 Angka 3 

 Pasal 40 

            Cukup jelas. 
  

 Angka 4 

 Pasal 45 

            Cukup jelas. 
  

 Angka 5 

 Pasal 60 

            Cukup jelas. 
  

 Angka 6 

 Pasal 63 

            Cukup jelas. 
  

 Angka 7 

 Pasal 64 

            Cukup jelas. 
  

 Angka 8 

 Pasal 80 

            Cukup jelas. 
  

 Angka 9 

 Pasal 81 

            Cukup jelas. 
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 Angka 10 

 Pasal 35 

            Cukup jelas. 
  

 Angka 11 

 Pasal 35 

            Cukup jelas. 
  

 Pasal II 

     Cukup jelas. 

  

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

NOMOR 2 

 

 

 


